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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkawinan merupakan hal sakral dalam hubungan manusia dengan 

makhluk lainnya. Perkawinan yang terjadi akan membentuk kehidupan rumah 

tangga yang merupakan salah satu hidup yang pasti akan dilalui oleh tiap-tiap 

manusia. Disaat itulah kedewasaan serta mental pasangan suami dan istri akan 

mempunyai peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam membina 

bahtera rumah tangganya.1 

Hukum Islam perkawinan itu sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam 

di dunia. Manusia sangat dimuliakan oleh Allah jika dibandingkan dengan 

makhluk-makhluk lainnya. Allah juga telah mengatur tentang perkawinan yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 

menjelaskan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan 

melakukannya merupakan ibadah.2 

 Istilah perkawinan sangat sering ditemukan dan sudah menjadi istilah yang 

umum, dan dapat digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah di dunia ini seperti 

manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk 

 
1 Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm. 150.  
2 Muktiali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, 2019 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/206-Article%20Text-1157-1-10-20190726.pdf. (diakses pada 19 

September 2022 , Pukul 19.33). 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/206-Article%20Text-1157-1-10-20190726.pdf
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kehidupan manusia yang sangat menentukan pemenuhan kebutuhan dasar (basic 

demand). 

 Agama Islam sudah mengatur semuanya termasuk perkawinan manusia, 

agar manusia tersebut tidak mempersulit dirinya. Islam sangatlah bijaksana dalam 

mengatur kehidupan, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak diatur oleh hukum 

Allah, yakni meliputi segala hal yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya serta 

juga hubungan dengan sesamanya. Seperti pada Firman Allah Swt dalam QS Ar-

Rum/30: 21: 

ن   لَكُم   خَلَقَ  انَ   اٰيٰتهِ    وَمِن   وَاجًا انَ فسُِكُم   مِِّ ا  ازَ  كُنوُ   وَدَّةً  بيَ نَكُم   وَجَعلََ  اِليَ هَا لِِّتسَ  مَّ  

مَةً  رَح  يٰت   ذٰلِكَ  فيِ   اِنَّ  ۗوَّ م   لََٰ نَ  لِِّقوَ  يَّتفََكَّرُو   

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.” 

Perkawinan di bawah umur merupakan pernikahan yang terjadi antara 

seorang laki-laki dan wanita yang usianya belum mencukupi untuk melangsungkan 

pernikahan. Pada dasarnya usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan 

pernikahan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Seperti pada 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

menentukan bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki dan 
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wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.3 Usia menikah sangatlah 

penting untuk melakukan suatu perkawinan karena jika usia seseorang terlalu muda 

otomatis jiwa dan mentalnya juga pasti belum dewasa dan ini dapat mempengaruhi 

jalannya bahtera rumah tangga. 

Pemberian batas pada minimal usia perkawinan sangat diperlukan agar 

perkawinan dapat berjalan baik. Selain itu batas minimal usia dalam perkawinan 

juga akan merubah hak, kedudukan serta kewajiban pada diri seseorang. Sebagai 

contoh perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak akan berubah 

menadi hak dan kewajibannya menjadi suami atau istri.4 Sehingga hal inilah yang 

harus sangat diperhatikan untuk dapat mempersiapkannya secara benar-benar 

matang baik itu mencakup biologis, sosiologis ataupun psikologis. Serta kesiapan 

ekonomi yang harus mencukupi agar kehidupan rumah tangga tersebut dapat 

berjalan terus.  

Batasan umur untuk dapat menjalankan perkawinan sangat penting, karena 

untuk mencapai kemaslahatan keluarga serta keharmonisan dalam rumah tangga. 

Pembatasan usia di dalam perkawinan di Undang-Undang dimaksudkan agar rumah 

tangga yang baru dibentuk itu agar dapat tercapainya tujuan perkawinan, yaitu 

untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya termasuk kebahagiaan bagi suami 

dan istri maupun kedua orang tua mereka.5 

 
3 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
4 Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, Jakarta: Guepedia, 2019, hlm. 

68. 
5 Ibid., hlm. 106. 
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 Di sisi lain untuk dapat mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu 

keluarga yang bahagia, tentram, serta harmonis tentunya suami dan istri perlu 

memiliki peranan utama untuk dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera itu 

diantaranya menambah pengetahuan tentang bagaimana cara untuk membina 

kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup 

bermasyarakat agar suami istri mampu untuk menciptakan stabilitas kehidupan 

rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan juga kedamaian. 

Untuk dapat mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga tersebut tentunya 

tidaklah mudah karena banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya ialah 

kedewasaan mental suami dan istri, jika tidak adanya kedewasaan dalam suatu 

hubungan maka sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Misalnya dalam 

pemecahan suatu masalah tentunya akan sangat berbeda dengan keluarga yang 

sudah matang dan memiliki kedewasaan.6 

Namun di dalam realitanya yang terjadi di dalam masyarakat perkawinan di 

bawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, 

yang dimana karena keinginan untuk melangsungkan perkawinan itu belum 

mencapai kematangan psikis dan mental atau bisa dikatakan belum cukup umur 

menyebabkan kelabilan dalam menjalankan bahtera rumah tangga dan 

menimbulkan banyak konflik dalam perkawinan tersebut. Fenomena tersebut 

menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur itu masih labil dan 

belum siap untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Marak 

 
6 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004, hlm. 8. 
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terjadi perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan perkawinan di 

bawah umur yang dimana hubungan pernikahan mereka masih dalam usia 

pernikahan yang masih sangat pendek.7 

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga tentunya dipicu oleh kondisi 

ekonomi yang rendah, pemahaman serta pengetahuan untuk membina rumah 

tangga yang baik dan benar sangatlah minim, serta belum stabilnya psikis, mental 

dan ego dalam diri mereka juga bisa menjadi pemicu dalam timbulnya 

permasalahan dalam keluarga. Kondisi ekonomi yang rendah tentunya disebabkan 

oleh pekerjaan yang gajinya sedikit. Sedangkan psikis, mental dan ego yang belum 

stabil disebabkan karena mereka masih tergolong dalam usia yang muda dan belum 

cukup dewasa. 

Perkawinan hanya diizinkan bagi individu yang memenuhi persyaratan usia. 

Bagi individu yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan 

dapat dilakukan dengan cara yang sama. Namun bagi mereka yang tidak syarat usia, 

perkawinan dapat dilangsungkan jika Pengadilan telah memberikan dispensasi 

kawin aturan yang masih berlaku. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah 

Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada 

tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan 

masyarakat. Dispensasi kawin yang diberikan ke masyarakat merupakan wujud dari 

 
7 Anggi Dian Savendra, Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernihakan di Indonesia 

http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entry/dampakdispensasi-nikah-

terhadap-pernikahan-di-indonesia. (diakses pada 4 Oktober 2022, pukul 23:09). 

http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entry/dampakdispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia
http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blogfakultas/entry/dampakdispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia
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hukum yang memberikan hak kepada seseorang yang ingin menikah namun 

terhalang oleh batas minimum usia pernikahan. Makna dispensasi kawin ialah 

pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang berusia di 

bawah 19 tahun untuk menikah.8 

Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kelas IA Tigaraksa Tangerang, 

perkara permohonan izin dispensasi kawin tersebut naik drastis selama tahun 2020-

2021. Di tahun 2020 ada 250 permohonan, sedangkan di tahun 2021 tercatat ada 

231 permohonan izin dispensasi kawin. Sementara itu, terhitung sejak bulan januari 

sampai dengan bulan juni 2022 sudah ada 62 permohonan izin dispensasi kawin 

yang masuk ke pengadilan agama Tigaraksa. Semua yang mengajukan permohonan 

izin dispensasi kawin ini rata-rata usianya 16-18 tahun, sehingga usianya memang 

belum mencapai umur maksimum usia perkawinan.9 

Pemberian dari dispensasi perkawinan itu sendiri dapat diberikan melalui 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan 

perkawinan itu sendiri. Dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon 

pasangan yang belum mencapai umur perkawinan dan harus diajukan ke 

Pengadilan Agama. Hakim akan menerima permohonan dispensasi perkawinan 

yang telah didaftarkan sebagai pemohon dan memutuskan dikabulkan atau tidaknya 

dispensasi perkawinan tersebut.10 

 
8 Hamidi, Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019,  

https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/. (diakses 

pada 13 November 2022, pukul 22:55). 
9 Gatot Wahyu, Terungkap Penyebab Pernikahan Anak Bawah Umur di Tangerang 

Meningkat Dua Tahun Terakhir Ternyata, https://fin.co.id/read/102857/terungkap-penyebab-

pernikahan-anak-bawah-umur-di-tangerang-meningkat-dua-tahun-terakhir-ternyata. (diakses pada 

5 Januari 2023, pukul 20:31). 
10 Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love, Visimedia, Jakarta, 2015, 

hlm. 73. 

https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/
https://fin.co.id/read/102857/terungkap-penyebab-pernikahan-anak-bawah-umur-di-tangerang-meningkat-dua-tahun-terakhir-ternyata
https://fin.co.id/read/102857/terungkap-penyebab-pernikahan-anak-bawah-umur-di-tangerang-meningkat-dua-tahun-terakhir-ternyata
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Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas memutus suatu 

perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam mengabulkan permohonan izin 

dispensasi kawin tentunya pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam putusan Pengadilan Agama 

Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng. Hakim mengabulkan permohonan 

pemohon dan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon yang memiliki anak 

kandung berjenis kelamin perempuan berusia 17 (tahun) 7 (tujuh) bulan. Alasan 

pemohon meminta izin untuk dispensasi kawin yaitu keduanya telah menjalin 

hubungan yang sangat dalam selama 5 (lima) tahun dan di khawatirkan terjadi 

perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam seperti zina sebagai perbuatan yang 

harus dijauhi. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya secara 

ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Perkawinan Anak Di Bawah Umur 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng 

mengenai perkara dispensasi kawin? 
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2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur 

menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi 

Hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian skripsi adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng 

mengenai dispensasi kawin. 

2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap anak yang menikah di 

bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan berguna terhadap pengetahuan di bidang 

hukum khususnya bagi keilmuan di bidang hukum keluarga dan perdata. Dan 

diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama dalam Hukum Perkawinan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai informasi dan sumbangan pemikiran kepada beberapa pihak sebagai 

berikut: 
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a. Masyarakat 

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama orang tua 

dan anak yang beragama Islam untuk lebih memahami mengenai dampak 

perkawinan di bawah umur serta akibat hukumnya. 

b. Aparat Penegak Hukum 

Dapat memberikan wawasan secara umum terutama kepada Majelis 

Hakim mengenai izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Dan juga 

dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam pengambilan keputusan 

mengenai kasus-kasus mengenai pemberian dispensasi nikah. 

c. Peneliti 

Dapat menjadi suatu bahan pembelajaran atau ilmu bagi peneliti 

selanjutnya tentang dampak perkawinan anak di bawah umur. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini hanya membahas mengenai pertimbangan 

hukum hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 

246/Pdt.P/2022/PA.Tng mengenai dispensasi kawin dan akibat hukum terhadap 

anak yang menikah di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 dan kompilasi hukum islam. 

F. Kerangka Teori 

Penelitian ini mengacu pada kerangka teori pertimbangan hakim, 

kedewasaan dan perlindungan hukum. Teori ini diperlukan untuk memberikan 

konsep perlindungan secara hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan. 
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1. Teori Pertimbangan Hakim 

Apabila akan memutuskan suatu perkara, majelis hakim haruslah 

mempertimbangkan dengan sebaik mungkin agar dapat terwujudnya suatu keadilan 

dan kepastian hukum. Dalam menentukan suatu putusan, pertimbangan hakim 

harus dilaksanakan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan 

suatu perkara yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari orang lain.11 

Putusan hakim menurut Laden Marpaung menyatakan bahwa “Putusan 

adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan 

dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan”.12 

Putusan hakim merupakan puncak teratas dari suatu perkara yang sedang di periksa 

dan diadili oleh hakim. Untuk dapat menentukan terwujudnya nilai dari suatu 

putusan hakim memerlukan salah satu aspek yang sangat penting yaitu keadilan (ex 

aequo et bono) serta memiliki nilai kepastian hukum, aspek yang penting itu adalah 

Pertimbangan hakim. Selain itu, juga harus mengandung manfaat bagi para pihak 

yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, 

cerdas, tepat, dan hati-hati untuk kepentingan para pihak. Pertimbangan hakim 

berhak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika tidak cermat, 

cerdas, dan baik.13 

Selanjutnya, senyatanya pertimbangan hakim harus juga mencakup tentang hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Pokok permasalahan terpenting yang yang tidak disangkal. 

 
11 Mukti Arto, Praktek Perkara Pengadilan Agama, Cet. Ke V, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2004, hlm. 140. 
12 Andi Hamzah, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta, hlm. 206. 
13 Mukti Arto, Loc. Cit.  
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b. Putusan tersebut tunduk pada analisis hukum yang mencakup semua aspek 

yang berkaitan dengan fakta persidangan yang ditetapkan. 

c. Terdiri dari seluruh dictum gugat yang mesti dipertimbangan atau tidaknya 

tuntutan tersebut dalam amar putusan.14 

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini digunakan sebagai alat 

atau sarana untuk membahas dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam menetapkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 

246/Pdt.P/2022/PA.Tng mengenai perkara dispensasi kawin. 

2. Teori Kedewasaan 

Pengertian kedewasaan dalam kata kerja latin disebut dengan istilah adult 

atau adolescene yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi kata adult 

berasal dari bentuk lampau partisipel dari kata kerja adultus yang berarti telah 

tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa.15 

Dewasa dalam bahasa Belanda adalah “Volwassen” yang artinya Vol berarti penuh 

dan Wassen berarti tumbuh, sehingga “volwassen” berarti sudah tumbuh dengan 

penuh atau selesai tumbuh.16 Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang 

telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam 

masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. 

Mark dan Angel menyatakan bahwa kedewasaan seseorang bukanlah 

terletak pada ukuran usianya, akan tetapi justru pada sejauh mana tingkat 

 
14 Ibid., hlm. 142. 
15 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 246. 
16 Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagiannya, 

Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 290. 



12 
 

 

kematangan emosional yang ia miliki. Menurut Zakiah Darajat menyatakan bahwa 

: “masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, 

dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cukup cepat di segala bidang, 

mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan 

bertindak”. Masa peralihan atau pubertas yang dikenal dengan masa remaja ditandai 

peralihan dari tahap kanak-kanak ke tahap dewasa, atau tahap kedewasaan. Periode 

waktu ini dimulai Ketika seseorang berusia 13 tahun dan berlangsung hingga 

mereka berusia 21 tahun.  

Sementara itu, Masa remaja, sebaliknya, merupakan masa dimana manusia 

diharapkan tumbuh menjadi generasi penerus yang akan memimpin pembangunan 

kesejahteraan negara di masa depan, karena banyak sekali kasus kriminalitas, 

penyalahgunaan narkoba, pernikahan dini, dan masalah lainnya saat ini. Karena 

kemajuan suatu bangsa tergantung pada generasi mudanya, pemuda biasanya 

ditandai dengan semangat dan optimisme. Kartini Kartono berpendapat bahwa : 

“Remaja adalah masa peralihan masa kanak-kanak menuju dewasa terbentang 

antara usia 12-18 tahun dan bahkan ada yang membatasi hingga 21 tahun.”17 

Sedangkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Anak yang belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasannya.” 

 
17 Masdudi, “Akulturasi Deviasi Perilaku Sosial Remaja Dan Implikasi Bimbingannya”. 

Jurnal Edueksos, Vol I Nomor 2. Juli-Desember 2012, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 

Cirebon, hlm. 63. 
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Penulis menggunakan teori kedewasaan ini digunakan sebagai alat atau 

sarana untuk membahas dan menganalisis permasalahan mengenai dampak 

terhadap anak yang menikah di bawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan 

Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan 

menyatukan dan penyelarasan dari macam-macam kepentingan dalam masyarakat 

karena dalam pertukaran kepentingan, perlindungan terhadap beberapa kepentingan 

hanya dapat dilindungi dengan membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. 

Kepentingan hukum adalah mengatur hak dan kepentingan manusia, sehingga 

hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk memastikan kepentingan manusia mana 

yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum tergantung pada tahapan 

yaitu perlindungan hukum timbul dari suatu peraturan hukum dan segala peraturan 

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada awalnya merupakan kesepakatan 

dari masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat.18 

 Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa: “Perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.19 Sedangkan menurut 

 
18 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 

53. 

 
19 Ibid., 
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Philupus M. Hadjon berpendapat bahwa: “Perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kewenangannya.”20 

Perlindungan hukum meliputi segala upaya untuk melindungi saksi dan/atau 

korban serta mewujudkan hak-haknya, pengamanan yang sah diberikan kepada 

subyek sebagai upaya yang bersifat preventif yaitu dengan memberikan kesempatan 

khusus kepada subjek hukum untuk mengajukan protes atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif. Sedangkan yang 

bersifat represif yaitu perlindungan hukum baik lisan maupun tertulis yang 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan pengertian bahwa hukum 

memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfataan dan kedamaian. 

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini digunakan sebagai alat 

atau sarana untuk membahas dan menganalisis akibat hukum terhadap anak yang 

menikah di bawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 

246/Pdt.P/2022/PA.Tng. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian normatif. Penelitian normatif ialah suatu penelitian hukum yang 

 
20 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 

1978, hlm. 1-2. 
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penelitiannya dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang 

didukung oleh data primer.21 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute 

Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).  

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) adalah penelitian 

yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu 

hukum yang akan diteliti.22 Pendekatan perundang-undangan ini 

berfungsi untuk menelaah undang-undang dan peraturan yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti.23 Nantinya hasil dari 

telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang 

diteliti.  

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan 

isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.24 Pendekatan kasus ini berguna 

 
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Normatif, Rajawali, Jakarta, 

1985, hlm. 15. 
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 

93. 

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 

136. 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra utama, 

Bandung, 2015, hlm. 134. 
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dalam mempelajari penerapan suatu norma yang dilakukan dalam suatu 

praktik hukum.25  

3. Bahan Penelitian Hukum 

Bahan dari penelitian karya ilmiah ini yakni bahan hukum sekunder dari 

berbagai bahan hukum yang berupa: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 

masalah perkawinan anak di bawah umur, yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak; 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

e. Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 

246/Pdt.P/2022/PA.Tng. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang dapat membantu 

menjelaskan dan memahami bahan hukum primer dan sangat berkaitan erat 

dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup hasil-

hasil penelitian (hukum) hasil dari suatu karya ilmiah, buku, pendapat para 

 
25 Ibid., hlm. 96. 
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ahli hukum, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjabarkan suatu 

penjelasan tentang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum tersier meliputi indeks, kamus dan ensiklopedia yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan adalah teknik penelitian 

kepustakaan. Teknik penelitian kepustakaan ini ialah suatu teknik yang diperoleh 

dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, publikasi, dokumen yang ada secara resmi dan hasil suatu penelitian ini 

dapat dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat hal-hal atau bahasan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang disajikan untuk skripsi ini. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang mendeskripsikan bahan hukum 

yang kemudian disusun secara teratur atau sistematis. Untuk penulis dapat 

memahami permasalahan yang akan diteliti maka bahan hukum ini dapat diperoleh 

dari hasil penelitian yang disajikan dengan sebagaimana mestinya.26 Penelitian 

kualitatif yaitu bergerak dengan cara meneliti bagaimana hukum itu diterapkan 

 
26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm. 21. 
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pada fakta yang nyata dan dengan melalui pengamatan terlebih dahulu terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 246/Pdt.P/2022/PA.Tng. 

6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif terhadap 

penelitian ini maka teknik ini adalah teknik yang paling baik, karena teknik 

penarikan kesimpulan secara deduktif ini cara berpikir yang mendasar pada hal-hal 

yang bersifat umum kemudian hal-hal tersebut ditarik kesimpulan menjadi bersifat 

khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.27 

 

 

 

 

 

 
27 Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah 

Dasar Metode Teknik, Tarsio, Bandung, 1994, hlm. 17. 
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